











BAB IV : Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi dan
Birokrasi 2020-2024

BABV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-
2024

BAB VI : Penutup
Pasal 5

Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

. Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun
2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018
Nomor 594) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lamandau.
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5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Menerapkan Terlaksananya Indeks Sistem Dinas KIP
pelayanan berbasis penerapan Pemerintah Berbasis
elektronik pelayanan berbasis |Elektronik (SPBE) gﬂﬁiﬂ{l ,
elektronik rganisasi
b. Melakukan evaluasi |Terlaksananya Persentase )
penerapan pelayanan |evaluasi pelayanan |penerapan Dinas KIP
berbasis elektronik  |berbasis elektronik |pelayanan berbasis Bagian
elektronik Organisasi
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Publik
Melakukan monev Terlaksananya Dokumen hasil
terhadap kinerja monev terhadap monev kinerja Bagian
pelayanan publik kinerja pelayanan |pelayanan publik Organisasi
publik {1 (satu) dokumen)
Quick Wins Reformasi Birokasi
1. Pelavanan Satu Atap |Terbentuknva Jumlah pelayanan
terintegrasi (Mal Pelayanan Satu vang dilaksanakan
Pelayanan Publik) Atap (Mal Pelayanan |(75 (tujuh puluh DPMPTSP
Publik) lima) layanan/tahun)
2. Perampingan strukiur |Terlaksananya Jumlah struktur
Organisasi Perangkat |perampingan Organisasi
Daerah struktur Organisasi |[Perangkat Daerah ]
Perangkat Daerah |yang dirampingkan Bagian
(15 (lima belas) Organisasi
struktur Organisasi

Perangkat Daerah)
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Gambar 1
Area Perubahan Reformasi Birokrasi

TR e T

Dari sasaran tersebut kemudian dirumuskan dampak yang bisa dijadikan
ukuran untuk melihat tingkat pencapaian program reformasi birokrasi.
Mendeskripsikan dampak dan indikator pencapaian reformasi birokrasi.
Sasaran ini diambil dari sasaran dan indikator pencapaian reformasi birokrasi
secara nasional. Sehingga hanya beberapa indikator yang data dan
informasinya tersedia dalam level kabupaten. Indikator-indikator yang
memungkinkan untuk bisa digunakan untuk melihat keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam perbaikan tata pemerintahan, yakni :
Opini BPK, Tingkat Kapabilitas APIP, Nilai LKjIP, Nilai PMPRB, Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dan (Nilai Ombudsman) Presentase kepatuhan
terhadap undang-undang pelayanan publik.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Lamandau Tahun 2020-2024 mencakup :

A. Pendahuluan.
Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang perlunya Road
Map Reformasi Birokrasi, Dasar Hukum, Tujuan Pengertian, Indikator
Capaian, Ruang Lingkup dan Kondisi saat ini.

B. Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Lamandau.
Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai : (a) Gambaran
Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamandau; (b) Evaluasi Capaian
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; (c) Kondisi yang diharapkan.

C. Analisis Lingkungan Strategis
Bagian ini akan menguraikan mengenai : (a) Politisasi dan Kooptasi
Birokrasi; (b) Penegakan dan Kepastian hukum; (c¢) Administrasi dan
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BAB VI
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau
tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap
ke-2 setelah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Lamandau tahun 2015-2019 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan
reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamandau 5 (lima) tahun mendatang
tahun 2020-2024. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi
yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-
target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok
kerja dan SKPD/Unit Kerja khusus SKPD/Unit Kerja yang berkaitan langsung
untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini
sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan
koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan
pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2020-2024 dilakukan dengan
memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan.
Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah
reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai
langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab
berbagai permasalahan strategis vang harus dipecahkan. Karena itu fungsi
monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan
perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim
reformasi birokrasi, setiap SKPD/ Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk
melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran reformasi birokrasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus
dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu,
seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan

reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.
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